
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal94 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad
Berahim;
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Pasal2

(1) BLUDRSUD dapat melakukan investasi yang bermanfaat bagi peningkatan
pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu
likuiditas keuangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka
pendek.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah

Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinasjbadan Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

5. Direktur adalah Direktur BLUDRSUD.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUDRSUD.
7. Investasi adalah penempatan sejumlah dana danj atau barang untuk

memperoleh manfaat ekonomi, sosial danjatau manfaat lainnya yang dapat
meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

BAB 1
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG CARA PENGELOLAAN
INVESTASIPADABADANLAYANANUMUMDAERAHRUMAH
SAKITUMUMDAERAHAKHMAD BERAHIM.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

BAB II
INVESTASI



(1) Direktur mengusulkan rencana Investasi sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a kepada Bupati.

(2) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tahapan:
a. proses inisiasi Investasi, sebagai berikut:

Pasal6

Pasal5

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. usulan Investasi; dan
b. pelaksanaan / realisasi Investasi.

(2) Vsulan Investasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh
Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat
pertimbangan dari Dewan Pengawas.

(3) Direktur melaksanakan Investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada
Dewan Pengawas.

BABII!
PROSEDURINVESTASI

Pasal3

(1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan
pendapatan BLVDRSUD.

(2) Pendapatan BLUD RSVD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat
dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai
dengan rencana bisnis anggaran BLUDRSUD.

Pasal4

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dirnaksudkan untuk
dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

(3) Investasijangka pendek sebagairnana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan

12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
dan

b. surat berharga negara jangka pendek.
(4) Karakteristik Investasijangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:
a. dapat segera diperjualbelikarr/ dicairkan;
b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.



Pasal8

(1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) atas pengelolaan Investasi.

(2) Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.

(3) Terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan
Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka memberikan
penilaian terhadap kinerja pengelolaan Investasi.

BABV
MONITORINGDANEVALUASI

Pasal 7

(1) Pejabat Keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur
mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul
akibat dari Investasi.

(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BABIV
PELAPORAN

1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang Investasi yang
layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan
mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi Investasi dan
kemampuan BLUDRSUD; dan

2. melakukan evaluasi awal terkait latar belakang Investasi, nilai
Investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut
Investasi;

b. analisa atas hasil inisiasi awal, meliputi:
1. analisis hukum;
2. analisis pembiayaan dan kelayakan Investasi; dan
3. analisis resiko dan mitigasinya, dengan memperhatikan data hukum,

kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon
mitra; dan

c. rekomendasi dan usulan Investasi.
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Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 l'1ei 2023
SEKRETAR D ERAHKABUPATENTANATIDUNG
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IBRAHIMALI

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATITANATIDUNG,

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung.

Pasal9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP


